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ABSTRACT: 
 

This research was conducted to find out how the provisions for children  out of wedlock are recognized 
according to the Civil Code and how the rights and position of children out of wedlock are recognized 
in inheritance according to the Civil Code. By using normative juridical research methods, it can be 
concluded: Every child born out of legal wedlock is a child out of wedlock. Based on  the provisions of  
the Civil  Code,  children  out of wedlock are considered to have no legal relationship with their  parents 
if there is no recognition from the father or mother,  thus if the child out of wedlock is recognized then  
he can  inherit  the inheritance from the parents who acknowledge him. The form of child protection 
out of wedlock that can be recognized is based on  Article 272 of the Civil  Code, namely:  "An out - 
ofwedlock child that can be recognized is a child born to a mother but who is not conceived by a man  
who is in a legal marriage bond with the child's mother." and does not include the group of children of 
adultery and incestuous children. The legal  position of children out of wedlock in terms of the 
distribution  of inheritance which is different from that of legitimate children  is often found to be wrong. 
In this event, an  error in the division of inheritance between legitimate and illegitimate children was 
still found in  the case of the Supreme Court Review Decisi on Number 334 PK/Pdt/2020 dated June 23, 
2020. Whereas the legal position of an illegitimate child who fulfills Article 272 of the Civil Code as a 
legitimate child has the same rights.  Meanwhile,  children  out of wedlock who do not comply with 
Article 272 of the Civil Code can obtain legal protection  in the form of receiving grants or testamentary 
grants. 
Keywords : children out of wedlock, Legal Standing, and Legal Protection 

 

PENDAHULUAN 

 
Hukum waris adal ah hukum yang mengatur peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris yang  

disebabkan karena pewaris tel ah meninggal. Indonesia mengatur hukum waris  di dal am Kitab 

Undang- Unda ng Hukum Perdata / KUHPerd ata (Burgerli jk Wetboek). Ketentuan pad a Pasal 832 

Kitab Undang-u ndang Hukum Perdat a (disebut juga KUHPer data) menyatakan bahwa: “Menurut  

undang-und ang,  yang berhak menjadi ahli waris  ial ah kel uarga sedarah,  baik yang sah menurut  

undang-und ang maupun yang di l uar perkawinan,  dan suami  atau is tri yang hidup terl ama menurut 

peraturan-peratu ran berikut ini. 

 
Berdasarkan ketentuan tersebut,  maka ahli waris  dapat merupakan anak sah maupun anak l uar  

kawin.  Ketentuan Pasal  280 KUHPerdat a juga menyatakan bahwa: “Dengan pengakuan terhad ap  

anak di l uar kawin, terl ahirl ah hubungan perdata antara anak i tu dan bapak atau ibunya.” 

Berdasarkan pasal  tersebut,  jel as  KUHPerd ata mengakui keberadaan anak di l uar k awin untuk 

mendapatkan harta warisan dari pewaris sepanjang tel ah diakui secara sah menurut undang -undang. 

Namun ada pertentan gan antara KUHPerdat a dengan Undang- Undan g Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan (UU Perka winan) mengen ai hak waris  anak l uar kawi n. Dal am UU Perkawinan 

hanya mengakui  anak yang dil ahirkan dal am atau sebagai  akibat perkawinan yang sah yang 

merupakan anak sah. Kemudian di dal am Pasal 43 ayat (1) menyakan bahwa anak yang dil ahirkan  

di luar perkawinan hanya  mempunyai hubungan perdata  dengan ibunya  dan keluarga  ibunya. 
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Sehingga menurut UU Perkawinan, anak l uar kawin tidakl ah berhak mendapatkan warisan dari  

ayah yang sebenarnya berdasa rkan hubungan darah. 

 
Akan tetapi, seiring berjal annya waktu Mahkamah Konsti tusi tel ah mengel uarkan putusan terkait  

kedudukan anak di l uar kawin. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konsti tusi (sel anjutnya disebut  

MK) Nomor: 46/P UUVIII/2010 tentang peng ujian Unda ng-Un dang No 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan yang amar putusannya adal ah sebagai berikut: “Anak  yang dil ahirkan di l uar 

perkawinan mempunyai hubunga n perdata dengan ibunya dan kel uarga ibunya serta dengan l aki - 

laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan il mu pengetahua n dan teknol ogi dan/ata u  

al at bukti l ain menurut hukum memp unyai  hubungan darah,  termasuk hubungan per data denga n  

kel uarga ayahnya”. Anak l uar kawin merupakan anak yang dil ahirkan ol eh seorang perempua n yang 

tidak memiliki  ikatan perkawinan yang sah dengan l aki -l aki  yang tel ah membenihkan anak di 

rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak  

sah pada umumnya, dengan kata l ain anak tidak sah adal ah anak yang tidak dil ahirkan dal am suatu  

ikatan perkawinan yang sah,  sedangkan pe ngertian l uar kawin adal ahhubung an seorang pria denga n 

seorang wanita yang dapat mel ahirkan keturunan sedangkan hubu ngan mer eka tidak dal am ikatan  

Perkawinan yang sah menurut hukum positif dan peraturan didalam agama yang diyakininya. 

 
Terkait dengan hak keperdataan anak dengan adanya pengakuan, maka timbullah hubungan perdata  

antara anak dan bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur  dal am  pasal  280 

KUHPerdata. Akan tetapi, jika tidak ada pengakuan ol eh seorang ayah terkai t dengan tidak adanya 

hubungan pernikahan yang sah sebel um tanggal 17 Februari 2012 tepat sebelum adanya Putusan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU -VIII/2010,  bahwa yang  menyangkut anak  

luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kel uarga ibunya sesuai dengan  

Pasal 43 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan bahwa:  

“Anak  yang dil ahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

kel uarga ibunya.” Anak yang l ahir dari  seorang wanita yang tidak mempunyai suami   atau  l aki -laki 

bukan suaminya, dinamakan anak luar kawin karena di  dal am  hukum  adat  tidak  hanya  mengenal  

anak kandung saja, melainkan terdapat juga: 1) anak tiri ; 2) anak yang lahir dil uar perkawinan.5 

Kehadiran anak di luar  kawin  akan  menjadikan  suatu  permasal ahan  yang  cukup  memperhatikan  

baik bagi seorang perempuan yang melahirkan di l uar kawin dan juga bagi lingkungan masyarakat  

tempat perempuan mel ahirkan anak luar kawin. Adanya anak luar kawin i tu akan menimbulkan 

banyaknya pertentangan antara keluarga  dan  masyarakat  tempat  tinggal  anak  l uar  kawin  perihal 

hak dan kewajiban anak luar kawin tersebut. 

 
Dal am KUHPerd ata di jel askan bahwa seorang anak l uar kawin hanya memiliki  hubungan privat  

dengan wanita atau ibu yang mel ahirkannya juga kerabat dari ibunya. Sangat berbeda denga n status 

hukum yang diperol eh anak sah yang l ahir dari  wanita yang terikat dari pernikahan yang 

sahmenurut agama dan aturan yang sah. Bayi yang l ahir dari pernikahan yang sah secara l angsung  

memiliki hubunga n privat juga waris antara bapak ibu serta s anak saudara dari bapak dan ibunya, 

hal  tersebut memberikan posisi  yang menguntu ngkan bagi anak sah dal am hal  haknya mendapatka n 

warisan.8 Anak l uar kawin yang tidak memiliki hubungan hukum dengan s iapapun sel ain ibu yang  

mel ahirkannya, menciptakan keadaan  hukum yang menemp atkan anak l uar kawin tidak memiliki  

hak untuk mendapatkan waris atau warisan dari  ayahnya. Namun dewasa ini  anak l uar kawin tidak  

serta merta dibiarkan untuk tetap hidup dal am kel emahan status  hukumnya, yang sebenarnya 

bukanl ah kesal ahan dari anak tersebut. Indonesia tel ah memberikan upaya -upaya untuk anak l uar 

kawin agar dapat memperjua ngkan hak-haknya agar memiliki hak yang sama di depan hukum 
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dengan anak sah, baik dari segi hukum privat juga dal am haknya mendapatkan warisan dari orang 

tua biologisnya. 

PERMASALAHAN 
 

Peneli tian ini mengkaji  tentang perlindungan hukum terhadap Anak l uar kawin yang tidak ada  

pengakuan dari  orang tuanya dan inggin disama ratakan untuk pembagian warisan,  agar peneli tian  

tidak mel ebar terl al u jauh dari substansi, maka peneli tian ini penulis  batasi hanya yang berkaitan  

dengan masalah-masal ah. 

METODELOGI PENELITIAN 
 

Untuk memperol eh data atau informasi dal am penulisan penel itian ini, penulis memilih metode  

peneli tian denga n pendekatan peneli tian kuali tatif,  yai tu peneli tian yang dapat diartikan sebagai  

peneli tian yang tidak menga dakan perhitungan. Tujuan dari peneli tian kual i tatif ini adal ah 

memperol eh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompl eks. Pendekatan  

kuali tati f ini  memang tidak terl al u membutuhkan data yang banyak dan l ebih bersi fat monografis,  

atau berwujud kasus -kasus.  Berbeda hal nya dengan pendekata n kuanti tatif yang membutuhkan  

banyak data atau berjuml ah besar sehingga dal am mengkualifikasi dal am k ategori -kategori l ebih 

mudah. Metode pendekatan yang digunakan dal am peneli tian ini adal ah diskriptif yuridis normatif  

yai tu pendekatan yang mengg unakan konsepsi yuridis posi tif,  yakni bahwa hukum identik dengan  

norma tertulis  yang dibuat ol eh yang berwena n g, sel ama ini hukum dibuat sebagai  suatu sistem  

normati f  yang bersifat otonom tertutup dan terl epas dari kehidupan masyarakat Dengan jenis  

peneli tian kepustakaan (library  research) ini,  penel i tian ini  bertujuan untuk mendapatkan g ambaran  

yang mendal am tentanga nalisis  putusan yuridis normati f. Dal am hal ini yang menjadi objek 

peneli tian adal ah putusan perkara nomor 334 PK/Pdt/20 20 tanggal 23 Juni 2020. Pendekatan yang  

digunakan pada peneli tian ini adalah pendekatan kualitatif. 

PEMBAHASAN 
 

Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Atas Penerimaan Harta Waris Atas Putusan Peninjauan 

Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 334 PK/Pdt/2020 tanggal 23 Juni 2020. 

Kedudukan Hukum Anak Luar kawin atas  penerimaan Harta Warisan Terhadap Putusan Peninjauan 

Kembali   Perkara   Nomor   334   PK/Pdt/2020   tanggal   23   Juni   2020.   Status   sebagai   anak   diluar 

perkawinan dalam pandangan hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Keberadaan  

seorang anak yang memiliki s tatus hubungan keperdataa n dengan ibunya saja, dapat dipahami  

karena anak l uar kawin seperti anak yang l ahir dari  hubungan zina, s tatusny a jel as  dari  ibunya 

karena jel as si  ibu yang mel ahirkan,  sedangkan bapak yang menanamkan benihnya masih perl u  

dibuktikan.  Dengan  adanya  Putus an  Mahkamah  Konstitusi  RI  Nomor  46/PUU-VIII/ 2010  tersebut, 

maka berakibat hukum anak l uar kawin mempunyai kedudukan yang sama dengan anak dal am  

perkawinan tentang hak-hak keperdataannya sel ama pihak-pihak yang berkepentingan dapat 

membuktikan tentang dirinya sebagaimana ketentuan yang tertuang dal am keputusan Mahk amah 

Konsti tusi tersebut.  Hak keperdataan anak terutama dal am kaitannya denga n waris tidak terl epas  

dari asas -asas hukum yang berl aku dan diyakini ol eh masyarakat dimana dal am hal menentukan  

hakhak waris dapat dipergunakan perangkat Sehubungan dengan tel ah  dikel uarkannya Putusan 

Mahkamah Konsti tusi  RI Nomor 46/ PUU-VIII/2010 pada tangg al 27 Pebruari  2012 maka diktum  

mereview ketentuan Pasal  43 ayat (1) UU Perkawinan: “anak yang dil ahirkan dil uar perkawinan  

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kel uar ga ibunya serta dengan l aki -l aki sebagai 

ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan il mu pengetahuan dan teknol ogi dan/atau al at bukti  

lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdat a dengan kel uarga  

ayahnya”.  Putusan Mahkamah Konsti tusi tersebut tel ah final dan mempunyai  kekuatan hukum 

mengikat. Menurut is til ah Paul Schol ten,  yang dimaksud anak l uar kawin adal ah anak l uar kawin di  

luar anak sumbang dan anak zinah yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk  

sel anjutnya disebut anak l uar kawin saja. Sedang anak zinah dan anak sumbang meski merupakan  

anak l uar kawin, akan tetapi karena tidak dapat diakui maka tidak mempunyai kedudukan dan hak  

waris atas harta peninggal an orang tuanya. Menurut pasal  272 KUHPer data bahwa anak -anak l uar 

kawin yang dapat diakui adal ah anak yang dil ahirkan ol eh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan  

ol eh seorang pria yang berada dal am ikatan perkawinan sah dengan ibu s i anak tersebut dan tidak  

termasukdi dal am kel ompok anak zinah dan anak -anak sumbang.61 Dengan demikian, menurut  

ketentuan hukum dal am KUH Perdata bahwa anak l uar kawin adal ah anak yang dil ahirkan dari hasil  

hubungan antara seorang l aki -l aki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat 

perkawinan dengan orang l ain dan tidak ada l aranga n untuk saling menikahi,  anak-anak yang 

demikianl ah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerdata).62 Hubungan antara 
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ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kel ahiran, kecuali apabil a anak itu "overs pelig atau 

bloedsrhenning (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya  terjadi  hubungan  perdata  karena 

pengakuan (Pasal 280 KUHPerdata). Menurut ketentuan Pasal 280 KUHPerdata, yang menyebutkan  

bahwa dengan pengakuan yang dil akukan terhadap seorang anak luar kawin, timbull ah hubungan 

perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal  ini  berarti,  bahwa  antara  anak  l uar  kawin  dan 

"ayah"  (biologisnya)  maupun "ibunya" pada  asasnya  tidak  ada  hubungan hukum. hubungan hukum  

itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa  anak  itu  adal ah 

anaknya.64 Jadi, dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa tanpa pengakuan dari ayah dan atau  

ibunya, pada asasnya anak  itu  bukan  anak  siapa-siapa.  Ia  tidak  mempunyai  hubungan  hukum  

dengan siapa pun. Adapun yang sekarang perl u mendapat  keterangan  ial ah  hukum  waris  seorang  

anak di luar kawin tapi yang diakui oleh si ayah/ dan oleh si ibu. Sebel um membicarakan pasal -pasal 

yang bersangkutan,  perl u ditegaskan sekali l agi bahwa hukum waris dari anak  ini  hanya  terdapat 

antara ia sendiri dengan orang tua yang mengakuinya. Pasal 863 KUHPerdata jika  pewaris 

meninggalkan keturunan yang sah atau sesrang is teri/suami maka bagiannya adal ah 1/3 dari bagian 

jika ia itu anak sah. Dengan kata lain jika ia mewaris Bersama-sama dengan waris golongan. 

i. Bagaian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan I 

Apabil a pewaris meninggal  dunia dengan meninggal kan keturunan yang sah dan/atau  

suami/isteri yang hidup terl ama, maka anak l uar kawin yang diakuinya mewaris sepertiga  

bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adal ah anak sah 

(Pasal 863 B.W.  bagian pertama). Keturunan atau anak -anak yang sah dan atau suami/isteri  

pewaris yang masih hidup terl ama adal ah termasuk ahli waris gol ongan I. Jadi disini diatur  

perkawinan anak l uar kawin bersama-sama dengan gol ongan I. Dal am hal demikian anak  

luar kawin menerima sepertiga dari  hak yang mereka sedianya terima seandainya mereka  

sebagai  anak sah.  Jadi cara menghitung hak bagian anak l uar kawin adal ah mengandal kan  

mereka sebagai anak sah l ebih dahul u, baru kemudian dihitung haknya sebagai anak l uar  

kawin.  Jadi  yang termasuk ahli  waris  gol ongan I adal ah suami  atau is teri yang  hidup 

terl ama, anak kandung yang sah dari perkawinan yang sah pertama, kedua dan seterusnya,  

termasuk juga anak luar kawin yang telah diakui secara sah oleh pewaris. 

ii. Bagaian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan II 

Apabil a seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah dan juga tidak ada 

suami/isteri yang hidup terl ama,  akan tetapi  pewaris tersebut meninggal kan kel uarga  

sedarah dal am garis  ke atas  maupun saudara l aki -l aki dan peremp uan atau meninggal kan  

keturunan saudara,  dengan meninggal kan anak l uar kawin, maka berapa bagian anak l uar  

kawin dan bagaimana cara pembagiannya. Menurut pasal 863 B.W dikatakan bahwa apabil a  

anak l uar kawin mewaris  bersama-sama dengan ahli waris golongan II. Gol ongan II ini  

meliputi bapak dan ibu serta saudara -saudara pewaris dan semua keturunan sah dari para  

saudara- saudara tanpa batas. Golongan ini hanya berlaku jika tidak lagi ahli waris golongan 

I. Sel ama ahli waris gol ongan I masih ada, maka ahli  waris gol ongan II tidak berhak untuk  

mewaris harta warisan pewaris. Karena dal am KUHP erdata ada prinsip yang mengatakan  

bahwa siapa yang paling dekat derajatnya denga n pewaris  saya sudah jel askan di Bab II  

dal am sifat hukum waris yai tu s istem penderajata n, dial ah yang berhak menjadi ahli wari s. 

Apabil a anak l uar kawin mewarisi bersama golongan II besar bagian yang di terima adal ah  

1⁄2 bagian. 

iii. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan III 

Ahli waris  golongan III terdiri dari kakek- nenek garis  ibu dan kakek-nenek garis  bapak. Ahli  

waris gol ongan dapat mewaris harta warisan jika ahli  waris golongan I dan gol ongan II tidak 

ada.  Persamaan golongan II dan golongan III adal ah sama -sama berada pada garis l urus ke 

atas. Perbedaannya adal ah pada ahli waris gol ongan III ada kl ovi ng, yai tu pembagian harta 

warisan atas dua bagian yang sama besarnya hal ini diatur dal am Pasal 853 KUH Perdata.  

Besarnya bagian anak l uar kawin yang tel ah diakui dari  harta warisan orang tua yang 

mengakuinya menurut Pasal 863 KUHPerd ata dikatakan bahwa apa bil a anak l uar kawin 

mewaris  bersama-sama dengan ahli  waris gol ongan II atau gol ongan III, maka anak l uar  

kawin mendapat setengah atu separoh dari harta warisan. 

iv. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan IV 

Ahli  waris  gol ongan IV tidak terl etak dal am garis  l urus ke atas, mel ainkan berada dari garis  

ke samping seperti  hal nya para saudara (gol ongan III).  Pada pasal  863 ayat (1) kalimat paling 

akhir tidak menggunakan kata-kata garis  ke samping atau gol ongan IV,  mel ainkan 

menggun akan kata-kata derajat yang l ebih jauh. Dal am hukum waris  KUHPerdata,   ahli  

waris  gol ongan IV merupakan ahli  waris  yang l etaknya pal ing jauh dari  posisi  pewaris.  Besar 

bagian anak luar kawin yang telah diakui sah oleh pewaris menurut ketentuan Pasal 863 ayat 

(1) KUHPerd ata tersebu t diatas adalah 3⁄4 bagian dari harta warisan pewaris. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan pembah asan yang telah diuraikan tersebut, maka Kesimpul an yang ditarik oleh Penulis 

sebagai berikut : 

i. Kedudukan hukum anak di luar kawin dalam penerimaan harta waris sama dengan anak sah,  

sepanjang anak luar kawin telah diakui ol eh ayanhnya  dan  berdasarkan  pasal  272 

KUHPerdata. Kesal ahan dalam pembagian harta warisan yang  di terima  ol eh  anak  di  l uar 

kawin ditemukan dal am Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia  

Perkara   Nomor   334   PK/Pdt/2020   tanggal   23   Juni    2020   y ang   menyatakan   penolakan 

permohonan Peninjauan Kembali yang  diajukan  ol eh  David  Parulian  L.   Tobing  ,  Welly  

Martua L. Tobing, Ingrid BR. Tobing dan Kardola sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali  

dengan alasan “Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat adal ah anak sah dan  ahli 

waris dari Tanjung Rudi e Parhimpunan Lumban Tobing dari perkawinan pertamanya dengan 

almarhumah Roesmiati (ibu kandung Penggugat)  tanggal 22 Juli 1967,  sedangkan  Para 

Pemohon   Peninjauan   Kembali /Para  Tergugat  adalah   anak   Tanjung   Rudie   Parhimpunan 

Lumban Tobing dal am perkawinannya yang kedua dengan almarhumah Nining, tanggal 14 

September  1973,  s ehingga  Termohon  Peninjauan  Kembali /  Penggugat  dan  Para  Pemohon 

Peninjauan     Kembali/Para     Tergugat     adalah     ahli     waris     almarhum     Tanjung     Rudie 

Parhimpunan  Lumban  Tobing  ol eh  karena  itu  Termohon  Peninjauan  Kembali/Penggugat 

berhak mendapatkan 1/5 (satu per lima) bagian atas  tanah objek sengketa yang dijual Para  

Pemohon  Peninjauan  Kembali/Para  Tergugat,  dengan  demikian  pertimbangan  Judex  Facti 

secara keseluruhan tel ah tepat dan  benar  dal am  menetapkan  hukum”.  Sehingga 

membenarkan putusan kasasi Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dan  memperkuat 

putusan  Pengadilan  Tinggi  Jakarta  serta  memperkuat  Pengadil an  Negeri  Jakarta  Pusat 

dalam  menerapkan  Hukum  dan  Keputusan  harta  peninggalan  dari  Paguyuban  Tanjung 

Rudie Akhir Lumban Tobing berupa tanah kavling dan bangunan yang terl etak di Kel urahan 

Suka Karya,  Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, menurut  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  436, 

seluas 4309 m2 (empat ribu tiga ratus sembil an  meter  persegi)  tel ah  dibel akang  nama 

Menjadi nama Tergugat dan tel ah di jual kepada PT Astra International Tbk sebesar Rp. 

16.031.000. 000,- (enam bel as milyar tiga puluh satu juta rupiah) dibagi 5 (lima) ahli waris  

menjadi Rp.  3.206.200.000,- (tiga miliar dua ratus enam juta dua ratus  ribu rupiah),  dikurangi  

yang tel ah di terima Penggugat Rp. 150.000.000, - . (seratus  lima puluh juta rupiah).  Sehingga 

yang masih harus  di terima ol eh Penggugat dari  para Tergugat adalah sebesar Rp. 

3.056.200.000, - (tiga milyar lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah). 

 
ii. Setiap anak yang dil ahirkan di l uar suatu ikatan perkawinan yang sah adal ah merupakan  

anak l uar kawin.  Berdasarkan ketentuan KUHPerdat a Anak l uar kawin dianggap tidak 

mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tuanya apabil a tidak ada pengakuan dari  

ayah maupun ibunya, dengan demikian bil a anak l uar kawin tersebut diakuimaka ia dapat  

mewaris harta peninggal an dari orang tua yang mengakuinya. Bentuk perlindungan Anak  

luar kawin yang dapat diakui adal ah berdasarkan Pasal 272 KUHPer data, yakni : “Anak l uar  

nikah yang dapat diakui  adal ah anak yang dil ahirkan ol eh seorang ibu tetapi yang tidak  

dibenihkan ol eh seorang pria yang berada dal am ikatan perkawinan sah dengan ibu si  anak 

tersebut”, dan tidak termasuk kelompok anak zinah dan anak sambang. 

 
 

SARAN 
 

Berdasarkan kesimpul an yang telah dijelaska n di atas, maka ada saran yang dapat penulis berikan 

sebagai berikut : 

1.  Untuk Majelis Hakim Pengadil an Negeri Jakarta Pusat, Pengadil an Tinggi Jakarta dan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia l ebih cermat dal am memberikan pertimbangan hukum  

yang l ebih jel as serata tepat sesuai dengan Kitab Undang-U ndang Hukum Perdata  

(KUHPerdata). Hal i tu bertujuan agar suatu kepastian hukum yang baik dapat diberikan  

kepada para pihak yang bersengketa atau berperkara sebagai ahli waris  yang mempunyai  

kedudukan hukum dal am mendapatkan bagian yang menjadi hak sebagaimana diatur dal am 

KUHPerd ata. 

2.  Untuk Masyarakat apabil a ahli waris adal ah bapak yang mempunyai anak di l uar 

perkawinan,  sebaiknya dil akukan pengakuan kepada anak di  l uar perkawinan untuk 

memenuhi pasal 272 KUHP erdata, sehingga anak dil uar kawin menjadi berhak atas harta  

warisan dari ahli waris. Kemudian, bila ahli waris adalah seorang ayah yang mempunyai 
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anak di l uar perkawinan namun tidak mel akukan pengakuan atas anak.  di l uar kawin yang  

tidak memenuhi  Pasal 272 KUH Perdata, sebaiknya diberikan hibah atau wasiat kepada anak 

di  l uar kawin sebagai  bentuk perl indungan hukum yang dapat di terimanya.  Hal  i tu 

dimaksudkan untuk menghindari segal a persoal an tentang pembagian warisan harta yang  

tidak sesuai. 
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